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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIR INDONLESTA

NOMOR g15, TATTUN 1995
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN REBERAPA MADRASALI

Menimbang

Mengingat

MENTURD AGANA REPUEY HEDINDOPFSTA,

bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang
pendidikan, dipandang perlu mclaksanakan Pembulaan dan
Pcnegerian Madrasah untuk dapat dijadikan scbagai model,

motivasi dan pembinaan Madrasall Swasta disckitarnya;
I ) Y

1o

4,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentany Sistemn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Peraturan Pemerintall Nemer 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dagar (Lembaran Negara Tahun 1990 Mosior

;36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990

Nomor 37, Tambzhan Lembaran Negara Nomor 3413);

Keputusan Presiden Nemor 44 Tahun 1977 alang
Pokok-pokolk Organisast Departemen;

7 ' .
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1784 tentang
Susunan Organisasi, scbhagaimana telah Irocrapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Memor 61

Tahun 1995, .
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Memperhatikan :

10.

L1,

Keputusan Bersam v Menteri Apama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan lan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1975, Nomr 037/U/1975 dan Nomor 36 “lahun
1975 tentang Peniselatan Mutu Pendidilzan pada Madra-

sah;

Keputusan Menler: Agama Nomor 18 Tahun 1975 (entang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputu-
san Menteri Agama Nomor 79 Tahuonr 1984,

Keputusan Menter Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Penyempurnaan C eganisist dan Tata Kerja Faotor Wila-
yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen
Agama Kabupate: /Kotamadya dan Balai Pendidikan dan

Latihan Pegawai Tcknis IKeagamaan Departemen Agama;

Keputusan Menter i Apama Momor 15 "Tahan TO78 (enting
Susunan Organis: si dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyuh
Negerti;

Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisa;i dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah

‘Negerti,

Keputusan Mente: i Agama Momor 17 Tubun 1978 1enteng
Susunan Organiiasi dan Tata Kerja Madrasah Ao yah

Negeri;

Persetujuan Menteri 1legara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Surat Nomor 3-1730/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995,

MEMUTUSKAN. .
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Menctapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelinta

Keenam

MEMU1T USKAN

KEPUTUSAN MEM TERT AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEG ERIAN BEBERAPA M ADRASAH.

Membuka dan meneg :rikan Madrasah scbagaimana tercantum

dalam Lampiran I day Lampiran (I Keputusan ini.

Kedudukan, tugas din fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor IH Iahuan LY /70,

Kedudukan, tugas din fungsi, Susunan Organisasi dan Tota
Kerja Madrasah Tsaawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai denp o Pasal 9 Keputusan NMenters Apama

Nomor 16 Tahun 1971,

Kedudukan, tugas di n fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madeasah Aliy: b Neperi diatue sesuai ketentuan Pasal |
sampai dengan Pasal ¥ Reputusan Menteri Agama Momor 17
Tahun 1978.

ICetentuan lebih lan ut yang diperlukan bagi pclaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Dircktur Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama {slam.
Keputusan ini mulai ' rlako pada tanggai ditetaplan.

Ditctap! an di Jakarta

pada tanzgal, 25 liopombor .. 1995
T MENTT RI AGANMA REPUBLIK IDONIESIA,
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Tembusan :

NSO PR ONS

Menko Keosra ;

Ketua Badan Pemeriksa Keuang wn ;

Menteri Pendidikan dan Kebud: yaan ;

Menteri Dalam Negeri R.T . ;

Menteri Keuangan R.L. ;

Komisi IX DPR-RI ;

Dijen Anggaran Departemen K. =Lmn; an R.1.;

Sckjen/Dirjen Binbaga Islam/D rjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama, 'Staf Ahli Menteri Agama ;

9. Para Gubernur KDH Tingkat [ s:luruh Indonesia ;

10. Para Kepala Biro/Direktur di lir gkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sckretaris Pll;c_n
Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pe:awai di lingkungan Departemen
Agama Jakarta ;

11. Para Kepala Kantor Wilayah Do . Agama Propinsi/selingkat di
scluruh Indonesia ;

12. Para Kepala Kantor Dep. Agami: Kabupaten/Kodya di sclural
Irdonesia ;

13. Kantor Perbendaharaan dan Ka.. Negara di seluruh Indoensia ;

14. Biro Hukum dan Humas Dep.A rama untuk dokumentasi ;

15. Yang bersangikutan untuk diket (hui.



